
BUPATIMUSI RAWAS
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 16 TAHUN 2OI8

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

BALAI BENIH IKAN A. WIDODO PADA DINAS PERIKANAN

Menimbang :

Mengingat :

KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MUSI RAWAS,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan

Daerah Nomor 1O Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi

Rawas, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Balai

Benih lkan A.Widodo pada Dinas Perikanan Kabupaten

Musi Rawas;

b. bahwa Pembenttrkan Unit Pelaksana Teknis

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah sesuai

dengan Surat Rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan

Nomor 06 1 / 309 L /Wl I 2Ol7 Perihal Rekomendasi

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan

Unit Pelaksana Teknis Batai Benih Ikan A.Widodo pada

Dinas Perikanan Kabupaten Musi Rawas.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di

Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor L82ll;



o

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Rrsat dan

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor t26, Ta;rrbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4a381;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5a9a\

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244,Tarrbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Iembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

35471, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 4O Tahun 2OlO tentang Pembahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994

tentang Jabatan F\rngsional Pegawai Negeri Sipil

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O

Nomor 51, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5121);

6. Perahrran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);
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7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2Ol7

tentang Pedoman Pembentukan dan Klasilikasi Cabang

Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2OLT Nomor a51);

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

26/Permen yang melaksanakan u nsan Pemerintahan

dibidang Kelautan dan Perikanan;

9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Musi Rawas (kmbaran Daerah Kabupaten

Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 1O);

LO. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang

Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi Dinas Perikanan

Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi

Rawas Tahun 2016 Nomor 51).

MEMUTUSKAN:

MenetapKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT

PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH IKAN A. WIDODO

PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN MUSI RAWAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

3. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Musi Rawas.

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Musi Rawas.

5. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Perikanan Kabupaten Musi

Rawas.

6. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Musi

Rawas.

7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit

Pelaksana Teknis Dinas Perikanan Kabupaten Musi Rawas.
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8. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat Kepala UPT

adalah Kepala UPT Balai Benih Ikan A. Widodo pada Dinas Perikanan

Kabupaten Musi Rawas.

9. Sub bagian adalah Subbagian Tata Usaha UPT Balai Benih Ikan

A. Widodo pada Dinas Perikanan Kabupaten Musi Rawas.

1O. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan F\rngsional

di Lingkungan UPT Balai Benih lkan A. Widodo pada Dinas Perikanan

Kabupaten Musi Rawas.

11. Eselon adalah tinekatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Batai Benih Ikan A.

Widodo pada Dinas Perikanan Kabupaten Musi Rawas;

UPT Balai Benih Ikan A. Widodo merupakan UPT Kelas A.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) UPT Balai Benih Ikan A. Widodo merupakan unsur pelaksana sebagian

kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang

penyelenggaraan usaha pembenihan ikan yang berkualitas, penerapan

teknologi pembenihan ikan lokalita, penyebaran informasi pembenihan

ikan, serta pelayanan kesehatan ikan pada Dinas Perikanan

Kabupaten Musi Rawas.

(2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT

yang berkedudukan di bawah dan bertanggungiawab kepada Kepala

Dinas, dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif

dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPT Balai Benih Ikan A. Widodo terdiri dari :

a. Kepala UPT;

b. Subbagian Tata Usaha;

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

l2l
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(2) Subbaglan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurlf a,

dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala UPT;

(3) Struktur Organisasi UPT Balai Benih Ikan A. Widodo sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan mempakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

(1) UPT Balai Benih Ikan A. Widodo mempunyai tugas menyelenggarakan

sebagran kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis

penunjang dibidang usaha pembenihan ikan yang berkualitas,

penerapan teknologi pembenihan ikan lokalita, penyebaran informasi

pembenihan ikan, serta pelayanan kesehatan ikan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

UPT Balai Benih lkan A. Widodo menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan kegiatan teknis pembenihan ikan;

b. penerapnn teknologi baru dan penyebarluasan teknologi dan

informasi ban. tentang pembenihan ikan;

c. penyediaan dan penyaluran induk parent stock dan benih ikan

yang bermuttr;

d. pembimbingan langsung maupun tidak langsung terhadap Usaha

Pembenihan Ralryat (UPR) dalam rangka peningkatan mutu dan

produksi benih ikan;

e. penyelenggara teknik pelestarian sumberdaya perikanan melalui

restocking benih ikan;

f. pengendalian mutu benih ikan melalui sertifrkasi mutu benih ikan;

g. pembantuan Balai Benih Induk (BBI) Sentral untuk pengadaan

dan penyaluran induk unggul kepada UPR;

h. penyediaan konsultasi teknis tentang kesehatan ikan;

i. pemantauan dan penyediaan obat ikan terdaftar;

j. Pelaksanaan diagnosa penyakit ikan;
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k. pemelihara.rn sarana/perlengkapan UPT serta usul penghapusan

barang/peralatan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Penrndang-

Undangan;

l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait sesuai tugasnya;

m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang

langkah yang akan diambil dalam pelaksanaan tugasnya;

n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Sub bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai

tugas:

a. melaksanakan urusan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian

UPT;

b. melaksanakan administrasi keuangan meliputi perencanaan

anggaran, pertanggungiawaban keuangan, administrasi penerimaan

dan pengeluaran, tugas pembukuan dan pelaporan keuangan serta

administrasi keuangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Peraturan

Perundang-Undangan;

c. melaksanakan perencanaan kebutuhan barang kantor, pengadaan

barang inventaris, pemeliharaan dan pangaturan tata rrang kantor

serta pelaksanaan urusan umum dan perlengkaPan lainnya yang

dipandang perlu;

d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala UPT tentang

langkah yang akan diambil dalam pelaksanaan tugasnya;

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPI sesuai

dengan tugasnya.

BAB VI

KEIOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
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(2) Kelompok Jabatan F\rngsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional

yang diahrr dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan.
(3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga

fungsional senior yang dihlnjuk.
(a) Jumlah tenaga fungsional ditenhrkan berdasarkan kebuttrhan dan

beban keda.

(5) Kelompok Jabatan [\rngsional mempunyai tugas sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KER"IA

Pasal 8

Dalam melaksarlakan tugasnya, Kepala UPT dan Kepala Subbagian serta

kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi,

integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing

rnaupun antar organisasi/ instansi lainnya.

Pasal 9

Kepala UPT dan Kepda Subbagian serta kelompok tenaga fungsiond
wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengoordinasikan

bawahannya dan memberil€n bimbingan serta petunjuk-pehrnjuk bagi

pelahsanaan hrgas bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar

mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1O

Kepala UPT dan Kepala Subbagian serta kelompok tenaga fungsional

wajib mengikuti dan mematuhi pehrnjuk-pehrnjuk dan bertanggungiawab

kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara

berjenjang.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

KepalaUPI dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh

Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemndang-Undangan.

Kepala UPT merupakan Jabatan Pengawas setingkat Jabatan
Stnrktural Eselon IV.a.

Kepala Subbagian Tata Usaha mempakan Jabatan Pengawas setingkat

Eselon fV.b.

a

(1)

(2t

(3)



BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

UPT yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, tetap

melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat UPT yang

banr.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupa.ti ini mulai berlaku, maka Peratrrran Bupati

Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2OO8 Nomor 221, drcablut dan dinyatakan

tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Musi Rawas.

SI RAWAS,

GUNAWAN

Diundangkan di Lubuklinggau,
pada tanggal )3 JanUort 2Ol8

MUSI RAWAS,
I

. ISBANDI
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II\MPTRAN PERATI,'RAN BI.'PATI MUSI RASTAS
NOMOR : [6 TAHLTN 2018
TENTANG : PEMBENTUKAT{ I,,NTT PEIAIGANA

TEKNIS BAIAI BEMH IKAN
A.WIDODO PADA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN MUSI RAlilAS

STRI'KN'R ORGAI{ISASI
I,'NTT PEIAIGANATEI(NIS BAIAI BENIH IKAN A.WIDODO

PADA DINAS PERIKANAN IilBI,'PATEN MUSI RAUIAS

r
RAWAS

GT,'NAtrIN{

o

KEPALA I,'PT

SI.'BBAG
TATAUSAHA

JABATAI.I
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